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Pada awalnya, tanah timbul di muara sungai Progo terjadi karena proses alam yaitu akibat banjir yang
membawa lumpur dan pasir yang mengendap kemudian muncul di pinggiran dan di tengah aliran muara
sungai. Pada tahap berikutnya, dengan dilakukannya pembangunan tanggul pengaman banjir dan krep di
sepanjang Sisl timur muara sungai Progo mengakibatkan bentuk dan luas tanah timbul semakin bertambah
(tahun 1985= 48 Ha. dan tahun 1996= 229,5360 Ha).

K eberadaan tanah timbul di muara sungai, Progo sebagal tanah komunal desa (tanah desa) memberikan
harapan yang baik bagi para petani dan aparat pemerintah desa Poncosari. Bagi para petani, keberadaan
tanah timbul secara ekonomis potensial untuk usaha pertanian dan penambangan pasir. Di lain pihak, bagi
aparat pemerintah desa Poncosari, keberadaan tanah timbul sebagai tanah komunal desa (tanah desa)
merupakan salah satu asset/ kekayaan desa.

Upaya penertiban penguasan tanah timbul oleh aparat pemerintah desa Poncosari didukung oleh para pejabat
BPN kabupaten Bantul dengan Proyek Peningkatan Penguasaan hak Atas Tanah (PPPHT) yang dituangkan
dalam keputusan desa nomor 4 tahun 1992. Upaya penertiban penguasaan tanah timbul tersebut
mendapatkan reaks atau tanggapan dari para petani penggarap sehingga mengakibatkan permasal ahan yaitu
konflik atau sengketa antara para petani penggarap dengan aparat pemerintah desa Poncosari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penertiban penguasaan tanah timbul yang dilakukan oleh aparat
pemerintah desa Poncosari menyebabkan konflik atau sengketa antara para petani penggarap dan aparat
pemerintah desa Poncosari dan berdampak negatif bagi kehidupan para petani. Masing-masing pihak
menggunakan caranya sendiri-sendiri dalam upaya menyel esaikan sengketanya.

Konflik atau sengketa tersebut disebabkan oleh:

Pertama, perbedaan persepsi kedua belah pihak mengenai penguasaan tanah timbul. Secara historis faktual,
para petani penggarap telah terbukti sebagai pemegang hak garap atas tanah timbul yang berlangsung secara
turun temurun tanpa ada gangguan dari pihak lain, konsekuensinya mereka tidak mau ditarik retribusi baik
oleh aparat pemerintah desa atau negara. Di lain pihak, aparat pemerintah desa Poncosari sebagai pemegang
kekuasaan desa merasa berhak merealisir hak ulayat desa untuk mengatur dan menertibkan penguasaan
tanah komunal desa yang berupa tanah timbul dengan konsekuensi bahwa para petani yang menerima lahan
wajib membayar retribusi kepada aparat pemerintah desa guna mendukung pembangunan desa.

Kedua, para petani penggarap tanah timbul dan aparat pemerintah desa Poncosari masing-masing
mempunyai kepentingan yang berbeda dalam mempertahankan status sebagai pemegang hak tanah timbul.
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Ketiga, para petani dan aparat pemerintah desa Poncosari mempunyal perseps yang berbeda mengenai
aturan yang seharusnya berlaku dalam melaksanakan hak penguasaan tanah timbul. Kehidupan para petani

di desa Poncosari yang teratur merupakan suatu lapangan sosial yang semi-otonom (semi-autonomous social
field). Di lain pihak, lingkungan kerja para aparat pemerintah desa Poncosari juga merupakan salah satu
wujud lapangan sosial yang semi otonom (semi-autonomous social field). Kedua lapangan sosial yang semi-
otonom tersebut mampu menciptakan aturan-aturan sendiri dan dan ditaati.nya, tetapi keduanya juga dapat
menggunakan aturan-aturan tertulis yang dibuat oleh negara yang berujud perundang-undangan. Dalam hal
ini, kedua belah pihak tetap rentan terhadap kekuatan dari luar yang lebih besar. Bagi kedua belah pihak,
penguasaan aturan-aturan tersebut tergantung kepada kepentingannya, dalam arti mereka akan menggunakan
aturan yang |lebih menguntungkannya.

Konflik atau sengketa penguasaan tanah timbul di desa Poncosari berdampak negatif bagi kehidupan para
petani karena konflik atau sengketa 'penguasaan tanah timbul di desa Poncosari antara lain megakibatkan
terganggunya keserasian hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dusun Sambeng I1.

Berbagai strategi untuk menyelesaikan konflik atau sengketa telah dilakukan oleh para pihak yang
bersengketa. Di satu pihak, para petani melakukan koalisi secara vertikal dengan para tokoh-tokoh politik,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta koalis secara horizontal
dengan membentuk Kelompok Petani Penggarap Tanah Timbul Pinggir Kali (KETALI). Di lain pihak,
aparat pemerintah desa Poncosari juga melakukan koalisi secara vertikal dengan para pejabat atasannya
seperti camat, aparat keamanan bupati dan gubernur.



